BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1.

Ketidakmerataan pendapatan antara driver Program Makan Bergizi
Gratis (MBG) di wilayah desa dan perkotaan mengindikasikan adanya
kesenjangan ekonomi yang mencederai prinsip keadilan sosial serta
amanat Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 34 UUD 1945.
Meskipun driver di pedesaan memikul beban kerja, risiko operasional,
dan biaya distribusi yang lebih tinggi akibat keterbatasan infrastruktur
dan tantangan geografis, mereka justru sering kali menerima imbalan
yang lebih rendah daripada rekan mereka di kota. Kondisi ini
menegaskan bahwa sistem pengupahan yang berlaku belum sepenuhnya
adil dan gagal menjamin hak para pekerja atas penghidupan yang layak
dan manusiawi.

Untuk mewujudkan pemerataan pendapatan, diperlukan solusi hukum
berupa penyusunan standar pengupahan nasional bagi driver MBG yang
mempertimbangkan faktor beban kerja, jarak distribusi, kondisi
geografis, serta biaya operasional. Selain itu, pemerintah perlu
memperkuat regulasi, pengawasan, dan perlindungan tenaga kerja
dalam pelaksanaan Program MBG agar tercipta sistem pengupahan
yang lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip kesejahteraan

masyarakat yang dijamin oleh UUD 1945.
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B. Saran
Berdasarkan penelitian mengenai Analisis Hukum Terhadap

Ketidakmerataan Pendapatan Driver Desa dengan Kabupaten atau Kota

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif UUD 1945, maka

saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) perlu menyusun standar
pengupahan yang lebih jelas, adil, dan proporsional bagi driver MBG
dengan mempertimbangkan beban kerja, jarak tempuh, kondisi
geografis, serta biaya operasional di setiap wilayah.

2. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan terhadap
pelaksanaan sistem pengupahan dan perlindungan tenaga kerja dalam
Program MBG agar sesuai dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 34

UUD 1945.
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